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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang signifikansi program Desa Peduli Buruh
Migran (Desbumi) yang dibentuk oleh Migrant CARE dalam memberikan solusi
mengenai perlindungan pekerja migran hingga pada level desa. Dalam
kenyataannya kajian mengenai isu terkait buruh migran masih krusial untuk
diteliti hingga saat ini, mengingat kompleksitas masalah buruh migran
sebagaimana tergambar pada fokus penelitian ini, yakni masyarakat Desa Darek,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Praktik perekrutan
buruh migran melalui calo dan jalur tidak resmi (ilegal) lainnya, misalnya, masih
umum dilakukan di wilayah ini. Penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan
untuk lebih mendalami sistem perlindungan buruh migran melalui program
Desbumi, baik itu pada penerapan skema penempatan buruh migran, program
pendampingan bagi pekerja buruh dari pra-bekerja hingga mantan buruh migran,
serta program lainnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Desa.

Penelitian ini merupakan bentuk studi kualitatif dengan pendekatan studi
lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini terdiri
dari 3 (tiga) kelompok informan, yakni: Pertama, representasi dari unsur
pelaksana program Desbumi di Desa Darek, di mana dalam hal ini mereka
adalah sumber primer. Kedua, dari perwakilan pemerintah Desa Darek juga
merupakan stakeholders. Ketiga, perwakilan mantan buruh migran yang berasal
dari Desa Darek. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi
dan sintesis data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem perlindungan buruh migran
melalui program Desbumi dilakukan dengan beberapa pendekatan yang terbagi
dalam beberapa unit kerja, seperti pusat informasi, pusat data mobilitas, dan
pusat advokasi kasus. Terkait skema penempatan buruh migran, Desbumi
menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain: Pertama, calon buruh
migran yang akan bekerja ke luar negeri harus didampingi oleh pemerintah desa
dan pelaksana dari lembaga Desbumi. Kedua, pendampingan oleh pemerintah
desa harus mengidentifikasi dari awal negara tujuan bekerja para buruh migran
serta melengkapi- syarat-syarat migrasi yang . dibutuhkan. . Ketiga, penyediaan
Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pelatihan bagi calon buruh migran. Keempat,
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memverifikasi dokumen bagi calon
buruh migran.-Kelima, ‘pengurusan ‘dan’ pendampingan ‘keberangkatan buruh
migran. Keenam, penempatan buruh di negara tujuan. Ketujuh, pemberdayaan
bagi mantan buruh migran.melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan soft skill
serta pembentukan kelompok peduli buruh migran yakni Latansa. Sejauh ini
Desbumi menjadi salah satu wadah masyarakat untuk mencari informasi dan
mendapatkan asistensi bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Desbumi juga memberikan advokasi permasalahan buruh migran yang masih
aktif bekerja serta kegiatan pemberdayaan bagi mereka yang telah kembali di
kampung halaman. Data juga menunjukkan bahwa program Desbumi telah
membantu pemerintah Desa dalam upaya mengurangi proses perekrutan buruh
migran melalui jalur-jalur ilegal yang penuh resiko.

Kata Kunci: Reorientasi Pendampingan Sosial, Buruh Migran, Desbumi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran tentu menjadi
permasalahan sosial yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini.
Tingginya angka pengangguran di Indonesia sendiri sebenarnya bukan semata-
mata karena rendahnya peluang dan lapangan pekerjaan, namun juga disebabkan
karena lapangan kerja yang tersedia tidak bisa dijadikan sandaran bagi
kesejahteraan karena standar gaji yang masih relatif rendah. Dalam konteks ini,
tawaran pekerjaan sebagai buruh migran dengan iming-iming gaji dan tunjangan
yang besar menjadi sangat menarik bagi buruh migran. Dengan menjadi buruh
migran sebagai salah satu jalan pintas yang dipandang paling realistis bagi
sebagian buruh migran untuk bisa cepat keluar dari persoalan kemiskinan yang
mereka hadapi. Data menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu
motif utama masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi buruh migran. !
Faktor resiko yang besar sebagai buruh migran tidak jarang diabaikan karena
dorongan meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga.?

Meski berita tentang berbagai kasus kecelakaan kerja, kekerasan
terhadap buruh migran, dan kasus-kasus lainnya yang menimpa buruh migran
diberbagai negara, hampir tiap hari mewarnai pemberitaan media di Indonesia,
namun faktanya tersebut tidak terlihat berpengaruh signifikan bagi penurunan
animo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bermigrasi ke luar negeri. Dengan
adanya cerita sukses buruh migran dengan besarnya gaji yang mereka terima
merupakan magnet yang mendorong masyarakat berbondong-bondong mengejar
karir dengan mengadu nasib sebagai-buruh migran ke berbagai negara di luar
negeri. * Kondisi ini diperburuk dengan longgarnya regulasi dan pengawasan
yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan dan pembelaan atas kasus

! Ana Sabhana Azmy, Negara dan Buruh Migran Perempuan (Jakarta: Obor Indonesia,
2012), 2.

2Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” Skripsi: Universitas Raden
Intan Lampung, 2017, 18.

8 Muhammad Zuhdan, “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak
Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal limu Sosial dan IImu Politik
Vol 17, No 3 Maret (2014), 273.



buruh migran. Kenyataanya, buruh migran merupakan komoditas yang
menopang pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara.* Dalam hal ini, ada
kepentingan timbal balik antara buruh migran dan negara, di mana buruh migran
terdorong untuk meningkatkan taraf hidupnya, sementara negara berkepentingan
untuk meningkatkan pendapatannya melalui sektor buruh migran

Besarnya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi keprihatinan
terhadap sebagian besar masyarakat di Indonesia, dalam hal ini disebabkan
karena masih lemahnya peluang kerja yang didapatkan oleh masyarakat di dalam
negari. Faktor lapangan kerja yang masih sempit dan terbatas, menyebabkan
minat masyarakat melakukan migrasi untuk mencapai suatu kesejahteraan.® Dian
juga berpendapat, masyarakat yang bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran
karena disebabkan masih dalam kondisi miskin dan belum sejahtera.®

Timbulnya berbagai macam alasan sebagian besar masyarakat untuk
menjadi buruh migran juga disebabkan karena kurangnya upah yang didapatkan
di dalam negeri dan masih dalam keadaan belum berdaya. Zuhdan juga
menyatakan, bahwa isu meningkatnya upah bekerja di luar negeri yang sangat
eskalatif, menjadi tujuan atau pemburuan masyarakat bekerja ke luar negeri,
dengan tujuan agar menjamin kehidupan yang sejahtera dan fenomena
meningkatnya penghasilan menjadi buruh migran sehingga menjadi faktor
pendorong bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.’

Permasalahan seperti itu bisa membangun imajinasi untuk membanding-
bandingkan antara tingkat pekerjaan dengan upah, karena pendapatan upah yang
masih terbilang rendah di negara sendiri. Menurut Schuerknes yang dikutip oleh
Kurnia, bahwa yang menjadi salah satu tujuan utama masyarakat menjadi buruh
migran yakni untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan meningkatkan taraf
hidup keluarganya, di-mana dampak dari pekerja migran juga berimbas kepada

peningkatan perekonomian negara asal.®
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Karena bekerja merupakan tindakan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia, bahkan dengan bekerja menjadi sumber dalam mendapatkan
ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerjaan juga
merupakan sebuah tindakan hakiki seorang manusia, karena dengan melakukan
pekerjaan, maka setiap manusia memiliki suatu tujuan semata-mata guna
memperoleh nafkah dan mampu untuk memperalat dirinya pada suatu pekerjaan
tersebut.®

Secara harfiah, bekerja merupakan bentuk hak bagi setiap manusia.
Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi,
ini menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan permasalahan, karena pada
kenyataannya niat warga negara untuk bekerja sedikit terhambat dan terbatas
oleh suatu faktor, karena masih lemahnya peluang pekerjaan yang tersedia di
dalam negera sendiri, sehingga menyebabkan banyak masyarakat mengambil
tindakan untuk bekerja ke luar negeri dengan menjadi seorang buruh migran.°

Menurut Usman, karena kemiskinan juga dapat ditinjau dari beberapa
faktor, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah tenaga kerja
seorang buruh. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat
kemampuan sumber daya manusia (Ad-da’if), dilandasi dengan rasa malas (Al-
kaslan) dan tidak mau berjuang dan bekerja (Al-ka uf). Oleh karena itu, jika
sumber daya manusia di dalam suatu negara masih mengenyam hal-hal
permasalahan di atas, maka tentu kemiskinan dan ketidakberdayaan akan terus
terjadi.t

Kemiskinan memang merupakan salah satu bentuk kondisi yang masih
krusial diberbagai negara di dunia, bahkan kemiskinan dilihat menjadi suatu
masalah yang kompleksitas. Dalam islam dijelaskan konsep pada kemiskinan

yang merupakan sebuah cobaan atau ujian dan sebagai bentuk realitas sosial

® Franz Magnis Susesno, Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan
Revisionisme (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005), 96.

YA dharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri,”
Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, (April 2012), 157.

"Asep Usman Ismail, Al-Qur’an dan Kesejahtraan Sosial (Tangerang: Lentera Hati, 2012),
9-10.



yang mencerminkan suatu ketidakberdayaan karena kurangnya kebutuhan
terutama kebutuhan hidup.*?

Yusuf Al-Qardawi dalam Afriatiningsih, juga menjelaskan beberapa
konsep dalam Islam terhadap kondisi kemiskinan. Dalam Firman Allah Surah
(At-Tawbah ayat 105) menjelaskan:
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Artinya: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat hasil dari pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada Allah atas yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa
yang telah kamu kerjakan (Q.S At-tawbah ayat 105).12

Avyat tersebut juga menujukkan bahwa agama Islam mendorong manusia
untuk lebih masif dan bertindak dalam berusaha dan bekerja. Karena bekerja
menjadi acuan utama untuk menemukan kesejahteraan. Dalam konsep sosial,
berusaha berarti menunjukkan eksistensi yang menuai tujuan positif untuk
sebuah perubahan dan menemukan kemaslahatan.**

Program Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), menjadi jalur alternatif negara untuk mengurangi angka kemiskinan
terhadap masyarakatnya. Data dari BNP2TKI mencatat ada 5 daerah sumber
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di skala_Nasional, yaitu Jawa Barat
sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang,
Nusa Tenggara Barat (NTB) 23.859 orang, dan Sumatera Utara 11.952 orang.
Kemudian berdasarkan skala pada tingkat Kabupaten/kota, yang tertinggi adalah
Kabupaten Lombok Timur 10.621 orang, Indramayu 10.390 orang, Lombok
Tengah 6.917 orang, Cirebon 6.408 orang, dan Cilacap 5.448 orang, dan
Lombok Tengah sendiri berada di posisi ke-5 dari 15 daerah penyumbang
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di skala Nasional, bahkan secara
statistik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lombok
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Tengah menjadi rangking ke-2 setelah Lombok Timur dalam pengiriman
masyarakatnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.*®

Menurut Rohmah, fenomena masyarakat menjadi buruh migran sudah
hampir menyentuh semua daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mencari
nafkah dan mendapatkan upah yang lebih besar dari upah bekerja di negara
sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.'® Novianti juga
berpendapat, yang menjadi alasan masyarakat bermigrasi menjadi buruh migran
tidak lepas dari kemiskinan yang masih terjadi di masyarakat, masih rendahnya
penghasilan dan masih sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara sendiri. Selain
itu, upah yang didapatkan di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan
dengan penghasilan yang didapatkan di luar negeri seperti di negara Malaysia,
Saudi Arabia dan Hongkong.'” Dari data BNP2TKI terkait dengan pengiriman
masyarakat Indonesia ke luar negeri, itu hampir dari 15 daerah terbanyak di
Indonesia menjadi buruh migran.*®

Permasalahan yang terjadi pada buruh migran memang menjadi bentuk
tanggung jawab pemerintah dalam negeri, karena eksistensi buruh migran
perannya tidak juga sepele di dalam negera maupun daerah. Peran mereka juga
mampu mendorong perekonomian daerah dalam menekankan angka kemiskinan
yang terjadi. Dengan demikian, agar mereka menjamin keselamatan saat bekerja
di luar negeri. Oleh sebab itu menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah yang harus direalisasikan untuk memberikan
perlindungan bagi masyarakat.

Permasalahan buruh migran sudah menjadi sorotan publik, di mana kasus
di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga terdapat banyak yang mengalami tindak
kekerasan, bahkan ada yang meninggal dunia di tempat mereka bekerja dan
menjadi perhatian ‘para stakeholders. Data. Tahun 2018 dari BNP2TKI yang
termasuk meninggalnya buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu
mencapai sampai 60-an orang, dan disebabkan oleh kecelakaan di tempat

mereka bekerja maupun kecelakaan di luar pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu
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tujuan program perlindungan pemerintah terhadap permasalahan  yang
merugikan masyarakatnya di luar negeri. Selain itu, data terkait kasus buruh
migran yang meninggal di luar negeri, sakit dan tidak resmi (ilegal) yang
memposisikan Lombok Tengah sebagai Kabupaten/kota rangking pertama akan
kasus tersebut sebanyak 337 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten
Lombok Tengah.*®

Berdasarkan data Tahun 2019 di tingkat Nasional tentang penempatan
pekerja migran Indonesia yakni masih didominasi dengan Kabupaten Jawa
Timur 17.254, Jawa Tengah 15.234, Jawa Barat 14.792 dan Nusa Tenggara
Barat (NTB) 7.349 sebagai daerah yang mendominasi terkait pengiriman
masyarkatnya menjadi pekerja migran ke luar negeri. Data ini tercatat pada
periode bulan April sampai bulan Juni Tahun 2019.2°

Hal ini menunjukkan eksistensi masyarakat Indonesia khususnya lagi
masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi daerah yang terbilang
masih memiliki angka tinggi akan pengiriman masyarakatnya menjadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Sedangkan dalam skala Kabupaten/Kota
di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih didominasi oleh Kabupaten Lombok
Timur dengan jumah 2.766 Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah itu diikuti
oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 2.190 Pekerja Migran
Indonesia (PMI).22

Eksistensi masyarakat di luar negeri sebagai buruh migran membutuhkan
perlindungan dari pemerintah disebabkan sudah banyak yang mendapatkan
permasalahan di tempat-mereka bekerja di luar.negeri. Data yang tercatat pada
periode bulan April-Juni Tahun 2019 sebagai bentuk permasalahan yang kerap
kali terjadi pada pekerja migran asal Indonesia yakni didominasi dengan kasus
pekerja migran yang tidak digaji, sakit, tidak mau dipulangkan atau disekap oleh
majikan dan memutuskan kontrak kerja, bahkan masih banyak hal-hal yang
dialami oleh pekerja migran yang setidaknya dapat merugikan dirinya di tempat

mereka bekerja di luar negeri.22
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Data Tahun 2019 terkait dengan negara tujuan masyarakat Kabupaten
Lombok Tengah untuk bekerja yakni masih didominasi dengan tujuan ke negara
Malaysia 8.110 orang, Hongkong 360 orang, Taiwan 298 orang, Singapura 178,
Brunei Darussalam 154 orang, Polandia 6 orang, Papua New Guinea 4 orang dan
Guenea 1 orang. Sehingga dari data penempatan negara tujuan pada tahun 2019
dapat direkapitulasi hampir mencapai 9.057 masyarakat Indonesia yang menjadi
pekerja migran pada tahun 2019 ini. 2

Sedangkan terkait data pendidikan terakhir pekerja migran asal Lombok
Tengah yang menempati rangking pertama yakni pekerja migran yang masih
lulusan Sekolah Dasar hampir mencapai 4.439 orang, SMP 2.367 orang, SMA
2.165 orang, Diploma 27 orang dan sarjana 62 orang. Sehingga dapat
diverifikasi data pendidikan terakhir pekerja migran khususnya di Kabuputen
Lombok Tengah pada Tahun 2019 hampir mencapai 9. 057 % dan data job order
atau jenis pekerjaan yang dikerjakan di negara tujuan yakni yang paling
mendominasi sebagai pekerja sawit sekitar 7. 400 orang rata-rata yang bekerja di
negara Malaysia.?

Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan daerah
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di tingkat Nasional,
misalnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Lombok Tengah, itu masih banyak masyarakatnya yang bekerja mengadu nasib
ke luar negeri dengan menjadi buruh migran. Fenomena migrasi ini hampir
menyentuh diseluruh desa terpencil atau terpelosok. Namun tak sekian yang
mendapatkan hasil, karena kadang juga pulang dengan tanpa hasil, karena
kadang disebabkan di tempat mereka bekerja di luar negeri mendapatkan
pelbagai problematika, seperti tindak kekerasan, pelecehan, bahkan ada yang
pulang dengan keadaan meninggal.®

Akan tetapi, di dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan buruh
migran dijelaskan, bahwa buruh migran harus dilindungi dari perdagangan
manusia (human trafficking), perbudakan, kerja paksa, tindak kekerasan,

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta

ZDokumen Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah, 06 Februari 2020 Jam 08.27 WITA.

24ibid.

%5 Ratna Mulhimmah, “Perempuan dalam Belitan Problem Ketenagakerjaan,” Jurnal
Qawwam Vol 4 No 2 (2010), 3.



perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) kerap kali terjadi pada seorang pekerja migran di
tempat kerja, bahkan masih dijumpai adanya pelayanan diskriminatif dan
kekerasan berbasis gender baik fisik maupun seksualitas, karena hal itu juga
menjadi bentuk pelanggaran norma-norma yang berada dalam kondisi teralienasi
dan jauh dari simbol keadilan.?®

Untuk mencapai perlindungan yang efektif menangani permasalahan
pekerja migran. Pemerintah menegaskan dalam penempatan dan perlindungan
pekerja migran harus mengimplikasikan semua elemen dalam negara baik
pemerintah maupun masyarakat. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga
menegaskan bahwa semua pemerintah harus ikut andil dalam proses
perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari pemerintah pusat
sampai ke pemerintah desa, bahkan pemerintah desa juga harus intensif dalam
mengurus dokumen warganya yang akan menjadi calon pekerja migran di desa,
melakukan sosialisasi migrasi aman (safety migrations) dan pelatihan maupun
pemberdayaan bagi pekerja migran di kampung halamannya.?’

Perlindungan pekerja migran yang semakin intensif sampai ke tingkat
yang lebih strategis merupakan bentuk dorongan dari berbagai pihak pemerhati
nasib pekerja migran di luar negeri. Oleh karena itu, eksistensi Migrant CARE
merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil ditingkat nasional yang
berorientasi dalam melindungi pekerja migran Indonesia mulai dari desa.
Migrant CARE juga membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)
pada tahun 2013, 'di mana organisasi Migrant CARE sangat mengharapkan
program Desbumi hadir memberikan solusi akan perlindungan pekerja migran
maupun keluarga buruh migran di kampung halaman, karena banyak
masyarakat yang masih menganggap masalah-masalah yang terjadi pada buruh
migran selama ini hanyalah masalah kecil saja.

Stella juga berpendapat, bahwa kurangnya pengawasan dari pihak desa
merupakan penyebab pertama maraknya jalur tidak resmi yang diambil oleh

masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, di mana eksistensi desa memang
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sebagai gerbang utama mereka berangkat dari negara sendiri sampai ke luar
negeri untuk bermigrasi. Oleh karena itu, program Desbumi menerapkan tiga
bentuk perlindungan mulai dari sosialisasi migrasi aman sampai ke tingkat
dusun, mengurus dokumen calon pekerja migran di desa dan advokasi kasus
atau pengaduan kasus yakni menerima permasalahan pekerja migran kemudian
diberikan pendampingan.?®

Program Desbumi merupakan kegiatan yang merangkaikan pelbagai
macam pendampingan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang berada
ditingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran,
khususnya perempuan ke berbagai layanan baik sebelum, selama dan sesudah
bermigrasi ke luar negeri. Program Desbumi merupakan inisiatif lokal yang
dibentuk dalam mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran
terutama buruh migran perempuan di tingkat desa, karena desa menjadi tempat
yang sangat dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu memiliki
keprihatinan tinggi terhadap warganya yang bekerja ke luar negeri. °

Organisasi Migrant CARE lahir ketika Indonesia mengalami krusial
terkait buruh migran. Dari zaman Orde Baru sampai Era Reformasi penyebutan
buruh migran seakan-akan memanggil para aktivis sosial seperti Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Endang, Migrant CARE didirikan pada
Tahun 2004 oleh Anis Hidayah dan beberapa aktor pendirinya. Mereka melihat
terjadinya krusialitas pada buruh migran, sehingga tujuan mereka mendirikan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Migrant CARE untuk mewujudkan
perlindungan buruh migran.yang aman melalui kegiatan pembelaan dengan
metode advokasi.=°

Peran penting dari Migrant CARE yakni mendorong desa membentuk
peraturan desa (perdes) tentang perlindungan pekerja migran mulai dari desa
sampai ke luar negeri, mengembangkan ekonomi kreatif di desa bagi mantan
buruh migran setelah purna bekerja, serta menguatkan resistensi dalam
membantu masyarakat bermigrasi melalui jalur resmi (legal) dan melakukan

sosialisasi migrasi aman (safety migrtaions) sampai ke dusun. Kolaborasi
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Desbumi mendorong semua elemen atau pihak yang terlibat sebagai stakeholder
seperti pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat, serta penggerak dari
pelaksana Desbumi untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang
bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri.®

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 7 Nomor (3) disebutkan, bahwa desa
harus memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya untuk
kesejahteraan yang merata. Sehingga munculnya konsep Desbumi merupakan
inisiatif lokal yang memberikan pelayanan dan perlindungan secara
komprehensif bagi seluruh warganya. Hal ini menjadi penting jika pemerintah
desa sangat mempersiapkan masyarakatnya yang akan bekerja ke luar negeri
dengan pelbagai macam perlindungan, baik itu yang bersifat dokumen atau
pemberkasan dan lain sebagainya.®? Bahkan di dalam UU No. 6 tahun 2014
tentang desa yang juga memiliki akses informasi terhadap masyarakatnya yang
menjadi buruh migran untuk dilindungi di luar negeri.*

Menurut Hidayah dan Susilo, bahwa program Desbumi memiliki tujuan
yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap
warganya yang berkerja ke luar negeri sebagai buruh migran, di mana desa juga
harus memiliki data dinamis untuk migrasi aman bagi masyarakatnya, dan
memiliki aturan atau mekanisme untuk perekrutan calon pekerja migran dan
berbagai bentuk pendampingan.®

Namun eksistensi program Desbumi memang tidak secara tiba-tiba dan
inisiasi tentang program Desbumi ini terlahir atas cikal bakal organisasi Migrant
CARE yang didukung oleh. program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan), di mana program MAMPU menjadi salah
satu kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan inisiasi yang bersifat kemanusiaan
ini, bertujuan membentuk program perlindungan buruh migran sampai ke

tingkat desa yakni dengan membentuk program Desa Peduli Buruh Migran

31 Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita
Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram, 56.

32 Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, “Perlindungan Buruh
Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi Di Desa
Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat,” Sodality:
Jurnal Sosiologi Pedesaan Volume 5, No. 2 (Agustus 2017), 157.

Fibid, 159.

343usilo, Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta, 33.
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(Desbumi) yang lahir di berbagai desa di Indonesia. Namun pada Tahun 2017
Desbumi direplikasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan sebutan Desa
Migran Kreatif (Desmigratif). Program Desmigratif ini menjadi bentuk program
peduli buruh migran yang terlahir dari kepemerintahan yakni Kementerian
Tenaga Kerja yang membantu program Desbumi berkiprah di desa yang lahir
dari organisasi non-pemerintah.*®

Oleh karena itu, tujuan utama dari Migrant CARE yakni mendesak
pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum
(legal basis) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi
aman, penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran yakni
tujuannya untuk menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh
migran yang mengalami dan perlakuan ketidakadilan, tindakan diskriminasi dan
berbagai macam tindakan-tindakan yang berbaur eksploitasi, kemudian untuk
mendapatkan perlindungan hukum dan menuntun haknya dan memperkuat
pemahaman dan solidaritas buruh migran yang berada di negara tujuan atas hak-
haknya sebagai tenaga kerja dan sebagai warga negara.®

Desa Darek merupakan bagian dari desa di Kabupaten Lombok Tengah
yang sudah membuat peratura desa (perdes) terkait perlindungan terhadap
masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Dari Tahun
2015 Desa Darek telah membentuk peraturan desa (perdes) Nomor. 04 Tahun
2015, bahwa Desa Darek bagian dari desa yang banyak menyumbangkan
masyarakatnya menjadi pekerja migran di luar negeri atau sebagai kantong
buruh migran.. Sehingga pemerintah: Desa Darek - perlu mengetahui akan
mekanisme. perekrutan masyarakatnya yang bekerja ‘ke ‘luar negeri untuk
bermigrasi.®’

Karena tanggung jawab desa terhadap masyarakat sudah dijelaskan di
dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 tentang Desa yakni self goverments
community and local self goverments (pemerintah desa harus bermasyarakat dan
masyarakat desa harus berpemerintah), artinya pemerintah desa juga harus

memantau dan berpartisipasi untuk kemaslahatan seluruh masyarakatnya tanpa

% Dalam Catatan Migrant CARE Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Yang
Berdaulat, Newsletter Edisi Khusus Desbumi Tahun 2019, 1

BHttp://Www.Migrantcare.Net/Program/Advokasi-Amandemen-Perundang-Undangan-
Untuk-Mewujudkan-Migrasi-Aman/. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.

S"Peraturan Desa Darek No 04 Tahun 2015, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) Asal Desa Darek.
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harus ada pembedaan atau kerenggangan dengan identitas antara masyarakat
dengan pemerintah yang mengatur ketatanan dalam ruang lingkup di desa,
bahkan desa juga membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakatnya
untuk beremansipasi.®

Dengan demikian, terkait perlindungan pekerja migran oleh pemerintah
Desa Darek dalam pendampingan program Desbumi yang menerapkan berbagai
peran yakni. Pertama, pusat informasi yang bertujuan untuk membuat konsultasi
terkait dengan pelayanan tentang migrasi aman (safety migrations) bagi
masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. Kedua, pusat data mobilitas
bertujuan untuk mengurus surat-menyurat atau dokumen keberangkatan bagi
calon buruh migran yang diurus di desa dengan pendampingan dari program
Desbumi. Ketiga, pusat advokasi kasus bertujuan untuk memberikan pelayanan
dalam menangani kasus yang didapatkan oleh masyarakatnya yang bekerja
sebagai buruh migran di luar negeri.

Program Desbumi Desa Darek saat menerima kasus terhadap
masyarakatnya di luar negeri, pelaksana dari program Desbumi Desa Darek
langsung membantu mengadvokasi kasus terhadap masyarakatnya di luar negeri.
Eksistensi program Desbumi juga menjadi bentuk tanggung jawab desa dalam
perlindungan masyarakatnya yang menjadi buruh migran. Selain itu, Desbumi
juga menjalankan program pemberdayaan buruh migran yang sudah kembali ke
kampung halamannya, agar tidak menjadi buruh migran yang berulang-ulang ke
luar negeri.*®* Mengingat permasalahan mengenai pekerja migran yang masih
kerap terjadi sampai di seluruh daerah dan masih terlihat begitu kompleks, serta
menjadi orientasi terbentuknya program Desbumi yang memiliki fokus dalam
upaya perlindungan dan pemberdayaan mantan pekerja migran sampai ke ranah
yang lebih spesifik.

Dalam observasi awal, menjadi keresahan para pemerintah desa ketika
melihat warganya yang sangat sulit untuk menemukan jalan yang memberikan
mereka kenyamanan untuk bekerja ke luar negeri, hal itu disebabkan oleh masih
maraknya calo yang memperantarakan masyarakat. Karena dengan melalui jalur

calo, kadang menjadikan mereka semakin sulit dan tidak menguntungkan ketika

Di

22.

38 Abdur Rozaki dkk, Policy Papar Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris
Indonesia (Jakarta: Institute For Research And Empowerment (Ire), 2016), 9.
%Hidayah dan Lestari, dkk, Migrant CARE Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat,
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sudah sampai ke negara tujuan dan melalui calo masih metode verifikasi berkas
dengan cara terpisah seperti pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK), surat izin dari keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, cara
rekrutmen calo juga menguras biaya yang sangat mahal ke luar negeri. Oleh
karena itu, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa
Darek, pemerintah desa melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk
keselamatan masyarakatnya. Melalui program Desbumi, maka perlindungannya
dilakukan sejak mulai dari desa.

Selain itu, masyarakat tidak tahu untuk mengadu permasalahannya di
luar negeri, di mana dengan kekurangannya akses atau informasi ini menjadi
penyebabnya masyarakat di luar negeri menjadi sulit untuk menuai suatu
keadilan serta pemecahan masalahnya. Dari beberapa paparan yang menjadi hal
penting untuk dikaji dalam penelitian ini yakni kurangnya perhatian dari
pemerintah desa, masyarakat hanya terfokus pada seorang calo dan tidak ada
jangkauan proses pengurusan dokumen keberangkatan di desa, tidak ada
program yang benar-benar fokus dalam pendampingan buruh migran serta
lemahnya akses migrasi bagi masyarakat.

Permasalahan di luar negeri juga berkaitan dalam merugikan masyarakat
itu sendiri, hal ini menjadi problematika yang harus diberikan kuratif dan
perlindungan bagi masyarakat bekerja ke luar negeri, karena dari beberapa
seperti fenomena pemberangkatan melalui jalur calo, juga menjadi permasalahan
yang serius ingin distagnasikan mulai dari verifikasi pemberkasan sebelum
berangkat ke luar negeri yang didampingi di desa dan mengingat pentingnya
dokumen " atau pemberkasan bekerja ke ‘luar negeri menjadi acuan untuk
masyarakat dapat bermigrasi melalui jalur resmi (legal).

Tentu dalam tindakan preventif ini. bertujuan agar dapat memberikan
perlindungan yang stabil bagi masyarakatnya yang bekerja di luar negeri sebagai
seorang buruh migran. Karena dengan menjadi buruh migran dengan jalur tidak
resmi (ilegal), akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat itu sendiri,
bahkan permasalahan utama yang masih mengganjal di pandangan para
pemerintah Desa Darek yakni masih maraknya masyarakat yang mengambil
tindakan diperantarakan oleh calo dari pada mengikuti proses pemerintah

desanya sendiri dengan didamping oleh program Desbumi.
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Selain itu, dari pihak pemerintah Desa Darek juga sudah bekerja
maksimal memberikan impelementasi terhadap masyarakatnya agar mengambil
jalur resmi (legal). Akan tetapi masih menuai beberapa kendala dan tantangan
yakni. Pertama, pada tingkat kemauan masyarakat yang masih mengikuti
kemauannya sendiri, kadang tidak mau mengikuti kinerja dari desa yang
membutuhkan proses lama. Kedua, mereka lebih memilih diperantarakan oleh
seorang calo yang memiliki proses cepat dari pada melalui jalur desa. Karena
permasalahan seperti ini tentu disebabkan kurangnya pengawasan dan perhatian
di desa, sehingga masyarakat akan cenderung memilih jalan yang mau
membantunya bermigrasi meski melalui calo atau pekerja lapangan (PL).

Pada Tahun 2018-2019 bahwa masyarakat Desa Darek yang masih
menjadi buruh migran di luar negeri kurang lebih dari 200-an, dalam rekapitulasi
jumlah migran yang masih demikian tinggi, tidak lepas dari dampak kurangnya
hasil yang didapatkan saat mereka bekerja di dalam negara sendiri, kurangnya
akses, faktor keluarga dan budaya. Sehingga berdampak pada minat mereka
untuk pergi menjadi buruh migran, bahkan masih ada yang bekerja dengan
melalui jalur tidak resmi (ilegal), mendapatkan berbagai permasalahan di tempat
mereka bekerja dan menjadi buruh migran yang berulang-ulang. Hal ini juga
menjadi titik orientasi permasalahan yang akan ditindaklanjuti dalam
memberikan melalui program Desbumi.

Mantan buruh migran juga menjadi sorotan ketika melihat mereka yang
bekerja ke luar negeri namun masth dalam kondisi belum berdaya dan belum
memperoleh suatu’ kesejahteraan.” Dengan demikian, program Desbumi dan
pemerintah desa juga menerapkan program pemberdayaan bagi masyarakatnya
yang sudah pulang ke kampung halamannya setelah menjadi buruh migran.
Program Desbumi merupakan jalan-dalam menunjukkan kemaslahatan untuk
masyarakatnya agar mereka dapat menikmati pekerjaannya tanpa ada tindak
diskriminasi di tempat mereka bekerja dan tidak menjadi pekerja migran yang
berulang-ulang dengan membuat pelbagai macam program dalam membantu
mereka menghasilkan perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung
halaman.

Akan tetapi masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi seperti
masih belum berjalannya program secara efektif, bahkan kendala tersebut

menjadi tanggung jawab pemerintah desa yakni masih belum bisa memberikan
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jaminan dalam perizinan dalam mempromosikan barang atau produk yang telah
dibuat oleh kelompok mantan pekerja migran di kampung halamannya dan
masih kurangnya keefektifan akan berjalannya fungsi kelompok pemberdayaan
yang dipersiapkan oleh program Desbumi untuk mantan pekerja migran.

Program Desbumi juga sudah mempersiapkan kapasitas suatu kelompok
untuk pengembangan terhadap keberdayaan masyarakatnya yang sudah menjadi
mantan pekerja migran. Namun hal itu masih belum bisa berjalan secara
maksimal, padahal secara eksistensi program Desbumi terutama untuk
memberikan preventif terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri dari
pra-keberangkatan, sesudah mereka bekerja, sampai kembali lagi ke kampung
halamannya.

Sehingga permasalahan yang sangat lazim pada buruh migran yakni
masih maraknya jalur tidak resmi (ilegal) dan masih maraknya masyarakat yang
bekerja sampai berulang-ulang ke luar negeri dengan menjadi pekerja migran.
Kadang hal ini masih terlihat sangat terjadi sampai saat ini dan menjadi
tanggung jawab pemerintah secara eksoteris maupun pemerintah desa secara
esoteris, yang lebih khususnya lagi dalam menstagnasikan permasalahan yang
terjadi pada masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.

Dengan berdirinya Migrant CARE sebagai organisasi non-pemerintah
yang sangat membangun keprihatinan terhadap masyarakat Indonesia secara
umumnya yang kerap kali tersentuh dengan permasalahan terkait pekerja
migran, di mana orientasi Migrant CARE bertujuan untuk menekan angka
pekerja migran. dan' memberikan perlindungan terhadap mereka yang bekerja ke
luar negeri dan mencoba memberikan pemberdayaan bagi mereka yang sudah
berada di kampung halamannya. Migrant CARE membangun lini yang sangat
strategis dengan masyarakat yakni-dengan mendeklarasikan program Desa
Peduli Buruh Migran (Desbumi). Program Desbumi ini memiliki dua orientasi
yang bersifat preventif untuk kemaslahatan masyarakat yakni melindungi dan
memberdayakan setelah kepulangannya dari luar negeri.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan
penelitian ini pada permasalahan yang masih terlihat krusial dalam menata
fenomena pada buruh migran yang lebih esoterisnya lagi pada masyarakat Desa
Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Di sini peneliti

akan melakukan analisis di dalam penelitian ini melalui pendekatan empiris
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(empirical approach) yang lebih spesifik dan eksplisit untuk membantu

memecahkan permasalahan pada buruh migran melalui eksistensi program Desa

Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya

Kabupaten Lombok Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perlindungan terhadap pekerja migran yang dikembangkan
melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek
Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah?

2. Bagaimana program pemberdayaan mantan pekerja migran yang
dikembangkan melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)?

3. Bagaimana signifikansi Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)
dalam konteks penanganan masalah pekerja migran secara umum di
Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tentang sistim perlindungan tentang buruh migran melalui program
Desbumi, bagaimana program-program pemberdayaan bagi mantan pekerja
migran serta signifikansi dari program Desbumi dalam konteks penanganan
masalah pekerja migran di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini dapat dinarasikan baik
secara secara teoritis maupun praktis yakni. Pertama, secara teoritis penelitian
dilandasi dengan topik-reorientasi terhadap pendampingan sosial buruh migran
melalui “program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek
Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari penelitian
ini diharapkan menjadi salah satu-teori yang berkontribusi- mengembangan
keilmuan secara parsial dalam bidang pendampingan dan perlindungan
terhadap buruh migran. Kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu
berkontribusi sebagai salah satu bahan refrensi terhadap penelitian-penelitian
yang relevan untuk membantu memecahkan persoalan tentang buruh migran
Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang sejenis atau relevan dengan topik

penelitian ini, seperti Baiq Ihtiar Nalara Mandalika yang membahas tentang
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Strategi pemberdayaan mantan buruh migrant wanita studi kasus perkumpulan
panca karsa (PPK) Kota Mataram.*° Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
bentuk pemberdayaan mantan buruh migran perempuan yang dilakukan oleh
PKK yakni seperti membuat abon ikan gabus, membuat tas, membuat keset,
pelatihan menjahit, dan membuat tahu dan tempe. PKK ini menjadi salah satu
organinasi kemanusiaan yang memusatkan perhatiannya pada buruh migran
khususnya buruh migran perempuan. Program tersebut bertujuan untuk
menghasilkan nilai tambah selama tidak menjadi buruh migran ke luar negeri,
bahkan agar tidak menjamin menjadi buruh migran yang berulang-ulang dan
mampu menghasilkan perekonomian keluarga dengan bekerja partisipatif di
rumah. Oleh karena itu, PPK memiliki strategi dalam membangun perlindungan
dan pemberdayaan bagi buruh migran perempuan yakni:

Pertama, mendorong desa untuk membuat peraturan desa (perdes)
dibeberapa desa sebagai cikal bakal dari program Desbumi yang bertujuan
untuk melindungi buruh migran dari sebelum bekerja sampai kepulangannya
dan diberdayakan di desa atau di kampung halamannya. Kedua, membuat
kegiatan softskill merupakan strategi dalam membina buruh migran untuk
melakukan kegiatan produktif dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ketiga,
membangun kerja sama dengan desa dalam membangun perlindungan buruh
migran. Problematika buruh migran sudah merambat ke seluruh daerah dan
sudah dikaji sebelumnya oleh banyak subyek yang mampu melihat dari segi-
segi permasalahan yang terjadi.

Penelitian lainnya yang membahas Kajian tentang buruh migran seperti
Endang ' Setyoningsih yang mengkaji Peran LSM Migrant CARE dalam
membantu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di arab saudi pada
tahun 2009 dan 2010.4* Hasil yang didapatkan-ialah jumlah TKI yang bekerja
di Arab Saudi sampai berjumlah 980.000 TKI, kemudian TKI di Arab
merupakan tempat TKI yang banyak mengalami permasalahan dari hasil data
BNP2TKI di Tahun 2009 tersebut. Oleh karena itu, dalam peran dan fungsi

dari lembaga non-pemerintah yakni Migrant CARE memiliki fokus dalam

40 Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, “Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita

Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram,” Skripsi UIN Mataram Fakultas

Dakwah dan lImu Komunikasi, 2018.

“Endang Setyoningsih, Dra Fitriah, Dan Hermini, “Migrant CARE dalam Membantu TKI

Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010,” Jurnal llmu Pemerintahan Undip Volume 2

Nomor 1 (2013).
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melindungi buruh migran dari desa sampai di luar negeri. Dari data yang
dipaparkan di dalam artikel jurnal ini, bahwa data Migrant CARE
menunjukkan sepanjang tahun 2010 ada 5.336 kasus TKI yang terkait dengan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Arab Saudi. Berdasarkan data
BNP2TKI yang relevan dengan permasalahan TKI di Arab semakin meningkat.
Dengan pelbagai permasalahan yang terjadi pada buruh migran di luar negeri,
Migrant CARE memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan
terhadap TKI, dengan pendekatan pembelaan (advocates). Migrant CARE
menerapkan dua macam metode pendampingan dan perlindungan dalam
membantu keadilan bagi buruh migran yakni:

Pertama, devisi perlindungan yakni bertujuan dalam memberikan
perlindungan terhadap TKI yang bermasalah untuk memberikan pembelaan
terhadap TKI melalui bantuan hukum yang ada di dalam negara sebagai bentuk
upaya negara dalam melindungi hak asasi mereka yang bekerja di luar negeri.
Kedua, devisi advokasi bertujuan untuk membantuk korban atau keluarga
korban memberikan bantuan melalui surat-menyurat tentang permasalahan
yang dilaporkan dan Migrant CARE secara orientasinya bertujuan untuk
membantu buruh migran dari pra-keberangkatan sesudah bekerja dan buruh
migran yang sudah kembali ke negaranya setelah menjalani proses bekerja di
luar negeri.

Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso dalam penelitiannya juga
membahas tentang Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pada Fase Purna Bekerja;*> yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap
TKI secara hukum dilandasi dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, serta
di dalam UU tersebut juga menjelaskan tentang penemapatan dan perlindungan
TKI di luar negeri sejak dari desa maupun sesudah bekerja di luar negeri.
Dengan kebijakan pemerintah melalui program BNP2TKI merupakan bentuk
kebijakan dalam melindungi TKI. Dalam penelitian ini, pemberdayaan fase
purna bagi buruh migran yang diberikan setelah berada di kampung halamnnya
yakni dengan membuat kegiatan bimbingan kelompok dan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) sebagai bentuk kegiatan produktif mantan buruh migran dalam

menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga di desa.

42 Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso, “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Fase Purna Bekerja,” Kanun Jurnal llmu Hukum Volume 20. No.1 (April 2018).
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Penelitian Afriatingsih juga membahas tentang Pemberdayaan mantan
buruh migran yang berlokasi di Wonosobo juga relevan dengan penelitian yang
akan dikaji oleh peneliti. Namun di dalam penelitian ini, penulis melakukan
kajian terhadap pemberdayaan mantan buruh migran melalui kegiatan dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Migrant CARE. Terdapat tiga
pendekatan yang dilakukan, diantaranya: pengembangan masyarakat lokal,
perencanaan sosial dan aksi sosial. Semua itu diterapkan oleh Migrant CARE
dalam penelitian ini, bahwa mantan buruh migran juga manusia biasa yang
memiliki potensi untuk dikembangkan, sehingga dengan jalan pemberdayaan
ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai
pendekatan, yakni membuat kegiatan softskill seperti membuat tas, makanan
dan berbagai macam kegiatan produktif.

Membahas tentang pemberdayaan buruh migran tidak lepas dari tujuan
yang sangat eksplisit dalam membangun semangat dan motivasi mereka sebagai
orang yang perlu merasakan kesejahteraan. Hal yang menarik dalam penelitian
ini, pemberdayaan merupakan bentuk tindakan dari individu untuk individu,
dari individu untuk kelompok dan dari kelompok untuk kelompok. Di sini
peneliti melihat pemberdayaan juga diterapkan dari inisiasi individu yang juga
bersifat variatif dan berorientasi untuk individu maupun sebuah kelompok atau
komunitas.*

Penelitian lainnya oleh Luthfy yang membahas tentang akan Upaya
perlindungan hukum secara terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 4
Dalam pembahasannya terlihat, bahwa perlindungan terhadap warga neraga di
luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia secara primer dan
dilandasi dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam
penelitian ini, juga menyinggungkan UUD 1945, tentang perlindungan hak bagi
seluruh warga negar, bahwa pemerintah merupakan wakil dari setiap warga
negara yang mengalami tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang
sangat memerlukan perlindungan. Selain itu, dalam UU TKI tidak hanya dalam
fase bekerja akan tetapi mulai dari masih menjadi calon TKI, saat mereka

bekerja sampai kembali ke kampung halamannya. Dalam UU TKI pasal 1 No.

“Afriatinigsih,"Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.”

“Luthfy Febriyaka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI),” Negara Hukum Vol. 7, No. 1 (Juni 2016).
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16 dijelaskan, bahwa negara terdiri dari Presiden dan menteri yang bertugas
dalam melaksanakan berbagai kepentingan seluruh masyarakatnya, pengawasan
dan melaksanakan penempatan terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar
negeri.

Zubaedi dalam bukunya yang berjudul,”Wacana Pembangunan
Alternatif”,*> juga menerapkan ide pokok buku ini pada konsep pemberdayaan
masyarakat melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
berorientasi pada proses memberdayakan masyarakat dan proses pengembangan
masyarakat yang tergolong masih dalam posisi rentan bawah atau lemah.
Sedangkan, penelitian yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini yakni
juga merepresentasikan tentang kegiatan pemberdayaan, di mana pemberdayaan
yang dimaksud, melalui kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
menerapkan konsep Desbumi yang berorientasi dalam memberdayakan
masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran.

E. Kerangka Teoretis
1. Buruh Migran dan Bentuk Kebijakan Perlindungan Pemerintah

Permasalahan pada buruh migran masih menjadi sebuah sorotan atau
perhatian dari berbagai stakeholders. Mengingat eksistensi buruh migran di
negara tujuan banyak yang mengalami permasalahan, sedangkan peran dari
buruh migran sendiri berdampak kepada pertumbungan perekonomian negara
melalui remitansi yang dihasilkan. “® Oleh karenanya, buruh migran
seyogyanya untuk dilindungi oleh negara, agar tidak terjadinya tindakan-
tindakan negatif di luar ‘negeri  dan menyebabkan- kerugian terhadap buruh
migran itu sendiri. Bahkan buruh migran sering mengalami jam Kkerja yang
berlebihan atau tidak memiliki batas kerja namun dengan upah yang relatif
minim, dan pencapaian mereka sampai ke luar negeri dengan berbagai cara
misalnya berhutang ataupun penggadaian warisan keluarga.*’

Permasalahan buruh migran juga variatif mulai dari ilegal, lemahnya
perlindungan kerja yang menyebakan terjadinya kekerasan dan pelecehan
seksual, perdagangan manusia (human traffickings) serta banyaknya buruh

migran yang terjerat kasus hukum di negara tujuan. Persoalan tersebut

4Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007).

46 Anggunitakiranatika,“Migrasi Internasional Pada Wanita Di Kabupaten Tulung Agung,”
Jurnal Sospol Volume 3, No 1 Januari-Juni (2017), 26.

4" ibid, 29.
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dilandasi setidaknya dengan dua faktor seperti lemahnya komitmen negara
dalam melindungi para pekerja migran dan lemahnya bilateral pemerintah
dengan negara-negara tujuan masyarakat untuk bermigrasi. Jika dilihat dari
perspektif sosiologi, bahwa menjadi buruh migran sebagai suatu imajinasi
bagi masyarakat serta mengharapkan upah atau gaji besar sebagai tolak ukur
mereka melakukan transisi ke luar negeri untuk memperbaiki status sosial dan
ekonomi keluarganya. Sebagai fenomena sosial, buruh migran tentu memiliki
dua sisi yang saling kontradiktif. Di satu sisi, banyaknya rumor tentang
keberhasilan buruh migran di luar negeri, bahkan ada juga terjadinya
kemirisan tentang buruh migran akan mengalami penyiksaan, dan terjerat
hukuman mati.*®

Pembahasan tentang buruh migran akan selalu menjadi isu yang perlu
ditangani dengan serius oleh negara. Perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) terhadap buruh migran harus tetap dilakukan, karena buruh migran
merupakan seseorang yang akan bekerja dan yang telah bekerja ke luar negeri
demi kesejahteraan perekonomiannya. Organisasi perburuhan Internasional
juga mendefinisikan tentang buruh migran yakni mereka yang bekerja dan
melewati batas dari negaranya sendiri yang dipekerjakan oleh orang lain.*°

Oleh karena itu, permasalahan mengenai pekerja migran di luar negeri
merupakan salah satu persoalan yang terus menyita perhatian publik.
Kekerasan terhadap pekerja migran di luar negeri, disebabkan karena mereka
menglami ketimpangan proses sejak dari negara asal misalnya terdapat
kelemahan ‘dalam perlindungan dan tata kelola pekerja migran. Undang-
Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) menjadi landasan hukum akan perlindungan pekerja migran. Undang-
Undang tersebut merupakan penguatan dari Undang-Undang sebelumnya.

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pemerintah
bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses
sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sedangkan pihak swasta hanya

diberi peran dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

48Https://Beritagar.ld/Artikel/Telatah/Problematika-Buruh-Migran-Dan-Lemahnya-
Perlindungan-Negara. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 12:49 WIB.

9 Dina Martiany, “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi,” Jurnal Kajian
Vol 18, No 4, Desember (2013), 289-290.
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Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri.
Kemudian, UU berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdapat
juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berhak
mendapatkan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial bgai Pekerja Migran Indonesia
(PMI).5°

Sehingga untuk mencapai perlindungan yang efektif menangani
permasalahan pekerja migran di luar negeri. Pemerintah menegaskan bahwa
penempatan dan perlindungan pekerja migran harus mengimplikasikan
semua elemen dalam negara baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam
UU No. 18 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa semua pemerintah harus
ikut andil dalam proses perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai
dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, bahkan pemerintah desa
juga harus intensif dalam mengurus dokumen warganya yang akan menjadi
calon pekerja migran di desa, melakukan sosialisasi migrasi aman (safety
migrations) dan pelatihan maupun pemberdayaan bagi pekerja migran
sesudah di kampung halamannya.®*

2. Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

Program Desbumi merupakan bentuk strategi perlindungan bagi
buruh migran sejak dari desa sampai ke negara tujuannya. Dengan melalui
program Desbumi 'ini, desa diharapkan lebih proaktif dan interaktif dalam
melayani dan melindungi warganya bekerja sebagai buruh migran di luar
negeri. Program Desbumi juga memberikan pelatthan keterampilan sesudah
kembali ke desa.> Oleh karena itu, desa diharapkan sebagat otoritas negara
yang juga intensif bergerak dalam membantu melindungi warganya menjadi
buruh migran. Oleh karena itu, cikal bakal dari Desbumi ini menjadi inisiasi
para pemerhati buruh migran yakni Migrant CARE yang dibantu oleh
berbagai pihak.

SOHttps://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5d6469847a662/Perlindungan-Hukum-
Pekerja-Migran-Masih-Perlu-Perbaikan/. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 13:08 WIB.

SlIndro, aporan tematik Studi Midline MAMPU akses perempuan buruh migran luar negeri
terhadap layanan perlindungan, xi.

S2Https://Developmentchannel.ld/Index.Php/Desa-Peduli-Buruh-Migran-Desbumi/. Di
Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 WIB.
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Program Desbumi merupakan kegiatan yang merangkaikan pelbagai

macam kegiatan perlindungan terhadap pekerja migran yang berada di

tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran,

khususnya perempuan ke berbagai layanan baik sebelum bekerja, selama

bekerja sampai sesudah bermigrasi dari luar negeri. Sehingga eksistensi desa

juga harus menjadi basis utama dalam melindugi warganya, khususnya yang

bekerja ke luar negeri. > Acapkali alasan mereka bekerja ke luar negeri

disebabkan oleh pendapatan upah yang relatif tinggi, sehingga penting

kiranya bagi para stakeholders di desa untuk memperhatikan hal tersebut, di

mana fenomena migrasi tidak selamanya menuai keberhasilan.>

3. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk

membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Pendampingan sosial

merupakan sebuah strategi yang menjamin keberhasilan pada program

pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial membantu

orang agar dapat membantu dirinya sendiri (helping people to helping

themselve).>®

Pendampingan secara harfiah berkaitan dengan pelayanan, sehingga

secara bahasa pelayanan berasal dari kata layani, berarti mengurus atau

memberikan pertolongan saat dibutuhkan oleh orang lain untuk didamping.®®

Sedangkan kata sosial berarti masyarakat dan suka saling memperhatikan

kepentingan secara utuh misalnya seperti tolong menolong, mengayomi dan

mencerminkan nilai-nilai‘solidaritas.?”

Dari uraian di atas secara terminologi bahwa pelayanan sosial dapat

diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dan saling mengayomi antar sesama

dengan tindakan yang terus mencerminkan hak saling memberikan rasa kasih

sayang yang erat, seperti memberikan pertolongan kepada sesama yakni

individu, kelompok maupun masyarakat. Menurut Edi Suharto, pelayanan

%3 Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, “Perlindungan Buruh

Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), 158.

54 Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso, “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Fase Purna Bekerja,” Kanun Jurnal limu Hukum Volume 20. No.1 (April 2018), 166.

2009), 93.

SEdi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama,

6Tim Penyusun Kmus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa Dapertemen Pendidikan

Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ll1, Ed,. Il (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 571

%ibid, 1496
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sosial (social services) merupakan sebuah tindakan yang berlandaskan
dengan rasa afektif yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok dan
masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Pelayanan sosial memang
secara harfiah dapat diartikan sebagi sebuah perangkat rancangan program
yang tersusun dan berorientasi untuk membantu individu maupun masyarakat
yang mengalami suatu permasalahan dan meningkatkan keberfungsian
sosialnya.%®

Dalam pengertian lain tentang pelayanan sosial dapat disempurnakan
dengan pendapat Alfred J. Khan yang dikutip oleh Soetarso, pelayanan sosial
merupakan bentuk tindakan yang memang di dalamnya berbagai bentuk
program-program yang jelas dan terukur untuk menuai suatu hasil yang
kondusif, di mana program-program itu secara substansial untuk melindungi
dan memulihkan kondisi sosial suatu individu, keluarga atau kelompok
maupun masyarakat, menerapkan tindakan kuratif yang memang terlahir dari
faktor-faktor dari luar individu maupun dari dirinya sendiri, serta membantu
orang dalam mengembangkan kemampuannya dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya.®®

Pelayanan sosial mampu menerapkan suatu program untuk membantu
orang lain, dan pada dasarnya pelayanan sosial selalu berhubungan dengan
relasi kemanusiaan baik secara individu maupun kelompok yang tidak lain
untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh individu, kelompok
maupun masyarakat. Karena pelayanan sosial bertujuan untuk membangun
keberfungsian sosial seseorang agar mampu mencapai suatu kesejahteraan
dalam kehidupannya.®°

Oleh karena itu, pelayanan sosial menjadi strategi dalam mencapai
kesejahteraan sosial “(social welfare).. Dengan  kata Kkesejahteraan itu
mencerminkan suatu perubahan sosial yang ingin dicapai, dari kondisi yang
belum berdaya menjadi berdaya, dari kekurangan menjadi berkecukupan.
Dengan demikian, pelayanan sosial itu tidak hanya berorientasi pada

persoalan personal atau individu saja, tetapi selalu berkaitan dengan relasi

8Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri (Bandung: Alfabeta, 2009), 158.

% Soetarso, Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial (Bandung:
Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejehtraan Sosial, 1997), 24.

89Rohimi, “Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial Di dalam Konseling Hipnoterapi,” Socia: Jurnal
IImu-llmu Sosial Vol 16, No 1 (2019), 55.
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kemanusiaan yang mencerminkan pertolongan atau memberikan kuratif
kepada orang lain.®* Karena di dalam membangun dan memberdayakan rakyat
miskin atau kaum marjinal secara utuh, harus memerlukan suatu program-
program maupun strategi yang akuratif dan efektif agar mampu mencapai
tujuan sesuai misi pemberdayaan.

a. Bidang-Bidang dalam Pendampingan Sosial

Membantu masyarakat yang retan mendapatkan suatu sejahteraan
merupakan sebuah hak dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia.
Dengan adanya sistim pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang
untuk menghadirkan kesejahteraan dan juga kondisi sentosa bagi seluruh
rakyat-rakyatnya, baik secara lahir maupun batin. Dalam pendapatnya
Hamka, bahwa kemerdekaan pada manusia ketika sudah mampu mengatur
dirinya sendiri dan mampu memilih mana jalan yang tidak mudarat.®2 Oleh
karena itu, begitu pentingnya jiwa-jiwa kemanusiaan yang harus tertanam
di dalam diri individu, untuk terus saling mengayomi dan mendampingi
dalam membantu mereka yang dalam keadaan tidak berdaya. Suharto
menyebutkan setidaknya ada empat bidang pendampingan sosial yakni:

Pertama, Pemungkinan atau  fasilitas merupakan bentuk
pendampingan sosial yang mengutamakan pemotivasian dan kontrolan
terhadap masyarakat. Dalam konsep pemungkinan dan fasilitasi ini, para
stakeholders atau aktivis sosial melakukan mediasi, bernegosiasi dan
membangun relasi dengan masyarakat (community engagements). Dalam
hal ini, masyarakat dapat dibimbing dan dibantu dalam memobilisasi dan
menjangkau suatu sumber.

Kedua, Penguatan, yang berfungsi dengan bagaimana mendidik dan
membuat pelatihan guna memberikan daya dan kapasitas yang stabil untuk
masyarakat. Pendampingan dalam konsep penguatan berarti bertujuan
dalam membangkitkan semangat akan kesadaran masyarakat dan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan (soft skill).

Ketiga, perlindungan, bidang ini juga berfokus bagaimana
memberikan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dengan

jaringan dan menjadi konsultan membantu masyarakat memecahkan

®1Soetarso, Kesejahteraan Sosial, 4.
62Hamka, Lembaga Hidup (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 17.
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b.

permasalahannya, dengan menerima berbagai macam saran maupun keluh
kesah dari seorang klien atau masyarakat.

Keempat, pendukungan, menjadi seorang pendamping tidak hanya
menjadi selayaknya seperti seorang manajer yang menjalankan perannya
dengan cukup sentral yang hanya dengan mengorganisasi saja. Akan tetapi
harus melaksanakan tugas sampai ke tahap yang teknis seperti
menganalisis sosial, menjalin relasi dengan masyarakat, untuk saling
berkomunikasi dan mengelola dinamika suatu kelompok.

Aspek dalam Pendampingan Sosial

Tujuan dari pendampingan sosial itu seringkali melibatkan dua
indikasi penting dalam melakukan implementasi yakni pelatihan dan
advokasi (pembelaan terhadap masyarakat). Pelatihan menunjukkan
suatu sikap atau reorientasinya dalam melakukan pendampingan
bagaimana membangun semangat, partisipasi, memotivasi akan
kesadaran masyarakat atas suatu hak dan keterampilan dalam diri
mereka, karena partisipasi merupakan komponen yang penting dalam
membangunkan kemandirian seseorang untuk berdaya.®®

Dalam proses pendampingan memiliki aktor yang siap menjadi
stakeholder dalam melakukan advokasi, di mana advokasi merupakan
bentuk keberpihakan para aktivis sosial dalam membantu masyarakat
melalui serangkaian kegiatan dan program yang bertujuan dalam
membantu hak-hak mereka yang lemah dan tereksploitasi.

Advokasi ‘merupakan tindakan dalam membantu, membela dan
melindungi hak-hak mereka yang dilanggar. Advokasi merupakan salah
satu bentuk pembelaan pada suatu kasus yang didapatkan oleh kelompok
lemah yang tidak bhisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri.®* Karena
membantu masyarakat pada konsep pendampingan sosial, memiliki
beberapa aspek yang dapat dilakukan khususnya dalam lingkup pelatihan
dan pembelaan terhadap masyarakat yakni.

2010), 2.

8 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press,

64 Shelly Puspita Sari, “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam

Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” Empati: Jurnal llmu
Kesejahteraan Sosial Vol. 7, No. 1 Juni (2018), 79.
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Pertama, memotivasi dan mendorong masyarakat agar dapat
melakukan interaktif dalam melakukan perubahan sosial, masyarakat
didorong untuk melakukan suatu sistim kelompok pelatihan dan kegiatan
rukun masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan sumber
pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Kedua, merealisasi kesadaran
masyarakat melalui didikan dalam meningkatkan keterampilannya untuk
menciptakan materi dan disandingi dengan pelbagai cara yang bersifat
partisipatif agar terus memberikan kegiatan yang menuai hasil yang
kondusif terhadap masyarakat. Ketiga, manajemen kelompok merupakan
bentuk kolektifitas suatu kelompoknya sendiri. Kemudian diberikan
arahan untuk bagaimana menjalankan suatu kelompok tersebut sebagai
strategi mandiri dalam menciptakan kegiatan-kegiatan produktif yang
berbaur menghasilkan kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Keempat,
mobilisasi sumber bertujuan dalam melakukan relasi dengan suatu
sumber yang dapat membantu kelancaran jalannya kegiatan dan program
masyarakat untuk terus berdaya. Karena proses memobilisasi atau
membangun jaringan dalam menyambungkan aspirasi masyarakat rentan
bahwa, agar terus menjamin kesejahteraan berbagai akses bantuan dari
berbagai elemen. ® Perlindungan dan pendampingan sosial merupakan
bentuk intervensi kebijakan publik yang siap memberikan kuratif dan
recovery terhadap probleamatika yang terjadi di dalam masyarakat,
seperti kesengsaraan, ketidakberdayaan yang dirasakan oleh mereka yang
dalam kondisi rentan‘bawah (disadvantages ‘group).®®

Advokasi merupakan serangkaian rencana yang sistematis yang
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Advokasi juga
menuai berbagai macam definisi. Menurut Mansour, advokasi merupakan
serangkain cara atau kegiatan yang terencana untuk mengubah suatu
permasalahan sosial baik yang bersifat menindas ataupun diskriminatif.
Advokasi dalam ruang lingkup pekerjaan sosial, tentu advokasi

merupakan strategi untuk membela kaum-kaum lemah dengan kondisi

5Suharto, Membangun Masyarakat, 103-104.
6 Shelly Puspita Sari, “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam
Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 80.
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yang belum berdaya, mapun bertujuan untuk membantu orang dalam
memecahkan masalahnya.®’

Akan tetapi dalam mencapai suau tujuan dalam advokasi yang
lebih kondusif. Mansour juga menerapkan beberapa strategi pada peran
advokat dalam membantu memecahkan permasalahan pada seorang klien
yakni. Pertama, dalam menerapkan peran advokasi, setidaknya harus
menggunakan sistim negosiasi, mediasi dan kolaborasi. Kedua, advokasi
juga harus menggunakan strategi “legal standing” artinya di mana
seseorang berhak mengajukan permasalahan atau suatu perselisihan yang
harus diajukan kepada seorang advokat untuk diberikan bantuan dalam
menyeselaikan permasalahannya. Ketiga, melakukan sosialisasi atau
seminar kepada individu atau kelompok tentang peran dan pentingnya
advokasi sebagai salah satu entitas pendampingan terhadap sosial.%®

Sedangkan menurut Teunku, menerapkan dua elemen dan unsur
penting yang tertanam di dalam advokasi yang bertujuan dalam
membangun suatu perubahan atau hak bagi setiap individu. Pertama,
advokasi secara substansial memang bertujuan penuh untuk suatu
pembelaan dan meringankan beban kaum tertindas, seperti orang miskin
maupun kelompok-kelompok marjinal. Kadang advokasi memang secara
mutlak dan utuh, berorientasi bagaimana menjamin dan membantu
keadilan sosial pada konsep hak individu, dan seorang advokat berperan
sebagai stakeholders yang harus bekerja dengan ril dilapangan. Kedua,
advokasi harus menjadi suatu kunci dalam membuka kemungkinan baru
bagi masyarakat, di mana peran advokasi juga harus dilandasi dengan
keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu agar berorientasi pada
hal yang memungkinkan untuk-menciptakan perubahan.®°

Advokasi dalam konsep pekerjaan sosial memiliki dua jenis yakni
advokasi kasus dan advokasi kelas. Pertama, advokasi kasus merupakan
tindakan pekerjaan sosial dalam memperjuangkan hak klien untuk
membantu meraih sumber. Sehingga pada tahap ini, pekerjaan sosial

”Mansour Fakih, Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.

%8ibid, 25.

8 Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial,” Jurnal Al-Bayan Vol. 21, No. 30 Juli-Desember
(2014), 65.
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menjadi juru bicara untuk memperjuangkan hak Kklien dari tindak
diskriminatif. Kedua, advokasi kelas merupakan tindakan dalam
memperjuangkan hak klien secara kolektif atau kelompok. Berbeda
dengan advokasi kasus yang dikategorikan dalam versi individual,
sedangkan advokasi kelas dikategorikan dalam versi kelompok atau
komunitas. Karena di dalam advokasi kelas, pekerjaan sosial dituntut
untuk memperjuangkan hak secara politik atau sosio-culture dan
melakukan integrasi dengan organisasi ataupun kelompok yang sejalan
dengan tujuan untuk membantu klien.”

Oleh karena itu, di dalam pengertian lain advokasi juga diartikan
sebagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak
individu, kelompok maupun masyarakat dan melindungi dari berbagai
macam tindak diskriminasi. Advokasi dalam pengertian profesi pekerjaan
sosial merupakan bentuk tindakan langsung (direct intervension) yang
melakukan pembelaan dengan tujuan pemberdayaan.”

Dalam membantu menstagnasikan permasalahan individu, harus
menggunakan pendekatan dengan memberikan pelayanan bersifat sosial,
memfasilitasi akses sumber daya yang meningkatkan keberfungsian
sosial individu. 2 Jika melihat dari segi definisi dari beberapa teori
tentang advokasi, memang sangat menerangkan bentuk pembelaan
kepada kaum-kaum rentan bawah atau yang masih belum berdaya, di
mana dengan tujuan pada advokasi untuk membentuk pembelaan dalam
menciptakan perubahan’ 'sesial dengan' ‘pelbagai’ ‘resistensi yang
diterapkannya.

Menurut Fakih yang mengutip pendapatnya Suharto, memaparkan
beberapa prinsip-prinsip daalam melakukan pembelaan atau advokasi
terhadap klien yakni. Pertama, realistis merupakan bentuk advokasi yang
memiliki peran atau strategi yang dilandasi dengan isu atau problem yang
jelas untuk diberikan kuratif dalam memecahkan suatu permasalahan

(measurable). Sebagai seorang advokat bertindak untuk mengambil

0 ibid, 67.

' Wahyu Nurhayati dan A. Nelson Aritonang dkk, “Advokasi Program Pemberdayaan
Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung,” Peksos: Jurnal limu Pekerjaan Sosial Volume.
16, No. 2 Desember (2017), 306.

2Willian N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2 (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2003), 35.
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keputusan yang sifatnya menjadi prioritas, sehingga pada kenyataannya
advokasi harus menerima isu yang jelas dan terukur.

Kedua, sistematis juga merupakan tindakan yang seni atau strategi
jitu (greet strategy). Advokasi bukan hanya wacana atau naratif, akan
tetapi harus bersifat terukur pada suatu permasalahan yang jelas. Dengan
demikian, itu bisa menjadikan advokasi menjadi efektif dan setidaknya
harus dilandasi dengan opini dan strategi yang mampu mendukung pada
fakta-fakta, memahami kebijakan, membangun koalisi serta kolaborasi,
menentukan sasaran dan memantau suatu program yang dilakukan.

Ketiga, taktis merupakan tindakan dalam membangun relasi dengan
pihak lain. Konsep ini menunjukkan ada relasi antara individu dengan
suatu kelompok maupun organisasi untuk sama-sama bergerak,
menggagas dan mengendalikan seluruh kegiatan advokasi untuk
menjamin dukungan dalam kegiatan perubahan sosial dan peningkatan
nilai-nilai kesosialan bersama. Akan tetapi konsep ini harus berlandaskan
pada tujuan secara melembaga yang bertumpu pada suatu visi dan misi
yang jelas pula.”™

c. Pekerjaan Sosial Sebagai Strategi Pendampingan

Pada era modernitas saat ini, eksistensi profesi pekerjaan sosial
sudah intensif digunakan untuk mencapai perubahan sosial. Menurut
Rukminto, pekerjaan sosial merupakan strategi dan jalan memberikan
bantuan atau kuratif kepada individu untuk meningkatkan fungsi
sosialnya. Pekerjaan sosial juga merupakan salah. satu bentuk praktisi
dalam pelayanan kemanusiaan, intervensi dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat.”* Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tentu harus melalui
berbagai strategi yang komprehensif, di-mana strategi -merupakan jalan
untuk menentukan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.”

Makna dari pekerjaan sosial berasal dari kata bekerja, bertindak,
dan berbuat kemanusiaan (philantrophy). Menurut Suharto, sejak

kelahiran profesi pekerjaan sosial pada Tahun 1800-an, pekerjaan sosial

3Fakih, Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16, 3.

" Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial, Pekejaan Sosial, Pembangunan Sosial dan
Kajian Pembangunan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 39.

7> Stephen P Robbins, Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi (Jakarta: Penerbit
Arcan, 1994), 134.
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sudah bergerak untuk masyarakat dan membantu meraih kesejahteraan
pada individu maupun kelompok.”® Oleh Kkarena itu, pentingnya profesi
pekerjaan sosial ini sebagai proses membimbing masyarakat ke arah yang
lebih positif, memecahkan permasalahan sosial individu dan kelompok
yang selalu inheren dengan pola relasi antar kemanusiaan serta
memberdayakan dalam membantu mengaktualisasi diri dan potensinya
untuk dapat berpartisipasi.”’
Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi juga memiliki fokus pada
relasi kemanusiaan, pekerjaan sosial dilandasi dengan tiga komponen
penting yakni kerangka pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan
nilai.”® Sehingga semua komponen tersebut, dapat dikembangkan sebagai
landasan bagi para pekerja sosial dalam melakukan praktik. Oleh karena
itu, mandat utama dari pekerjaan sosial untuk merepresentasikan bentuk-
bentuk pelayanan sosial untuk individu, kelompok maupun masyarakat.”
Sedangkan menurut Tan dan Envall yang dikutip oleh Suharto, profesi
pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah, pemberdayaan dan
memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para praktisi dari
pekerjaan sosial dapat melakukan intervensi dan melakukan interaksi
baik dengan individu dan masyarakat.® Intervensi dalam pekerjaan sosial
menjadi jalan awal dalam proses pertolongan terhadap klien. Pekerjaan
sosial juga dituntut untuk membangun suasana yang kondusif dan
menghargai seorang klien 8
Eksistensi pekerjaan sosial dalam /dunia /pendampingan dan
pelayanan sosial, sudah menjadi salah satu profesi yang tidak asing lagi.
Pekerjaan sosial berorientasi dalam perlindungan terhadap individu dan
masyarakat. Kemudian para praktisi akan selalu berpegang pada suatu

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut di dalam profesi

76 Suharto, Membangun Masyarakat, 23.

7 Abdul Najib, Pekerjaan Sosial Perspektif Islam dan Filantropi (Yogyakarta: Samudra
Biru, 2018), 6-7.

8 ibid, 5.

7 Suharto, Membangun Masyarakat, 24.

8 Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, 1-2.

8 ibid, 28.
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pekerjaan sosial untuk memberikan hasil praktik yang efektif dan
efisien. 82

Menurut Subarto, dalam praktik pekerjaan sosial memiliki dua
pendekatan yakni mikro dan makro. Praktik mikro menunjukkan proses
pertolongan yang berfokus pada individu yang bertujuan dalam
membimbing, mediasi, negosiasi dan membantu klien yang mengalami
problem psikologis, sedangkan pada prkatik makro memiliki fokus pada
kelompok dan masyarakat.2® Oleh karena itu, pada permasalahan suatu
kelompok, pekerja sosial bertujuan untuk membantu anggota-anggota
kelompok memperbaiki penyesuaiannya dengan anggota-anggotanya,
sehingga terjalinnya interaksi antar anggota kelompok untuk meraih
tujuannya secara kolektif.3*

Menurut Albert dan Gilbert, bahwa ada beberpa hal penting yang
perlu dimiliki oleh para praktisi dari pekerjaan sosial yakni. Pertama,
akuntabilitas yakni menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk
orang lain dan mengambil keputusan untuk mengatasi suatu kasus pada
setiap klien. Kedua, mendukung praktik yakni menyediakan segala
bentuk catatan penting tentang rancangan intervensi terhadap klien dalam
proses pemecahan masalah. Ketiga, meningkatkan pratik merupakan
proses memberikan alasan untuk pengambilan keputusan dalam proses
pemecahan masalah seorang klien.®

4. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan | masyarakat: bertujuan, /runtuk’ T mendorong dan
membimbing masyarakat untuk lebih jproduktif, mandiri, partisipatif dan
berkeadilan. ® Dengan demikian, pemberdayaan dilandasi dengan proses-
proses yang berbaur partisipasi, karena partisipasi sangatlah penting dalam
membangun kemandirian individu.®” Sedangkan menurut Suryo, partisipasi

dari warga atau masyarakat merupakan suatu proses keterlibatan langsung

82 Rohimi, “Dinamika Pelayanan Lembaga Sosial: Resistensi Pekerjaan Sosial Di Yayasan
Sayap Ibu Cabang Yogyakarta,” Jurnal Muharrik Vol 3, No 1 Juni (2020), 94.

8 Suharto, Membangun Masyarakat, 25.

8 Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, 37.

8 Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greeene, Buku Pintar Pekerjaan Sosial, Jilid 1 (Jakarta:
Oxpord University Press, 2008), 3.

8 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press,
2010), 3.

8 1bid, 4.
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(direct of participations) dari masyarakat. Dalam partisipasi juga tidak hanya
sekedar membantu meningkatkan realitas tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat, akan tetapi partisipasi juga sebagai bentuk kepedulian® dari para
pendamping atau agen pemberdayaan yang melihat objek atau sasarannya
perlu diberdayakan.

Karena isu tentang pemberdayaan akan selalu inheren dengan proses
penyadaran pada masyarakat untuk terus menuai tindakan partisipatif di
lapangan. Menurut Noeng, mereka yang tertinggal dan lemah karena
kurangnya tingkat partisipasi, kemudian berdampak kepada terjadinya
tindakan diskriminatif. 8 Soetomo juga berpendapat, di dalam partisipasi
masyarakat memiliki keuntungan untuk masyarakat itu sendiri, masyarakat
lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan potensi
yang dimiliki.%

Dalam pemberdayaan juga mencakup dua kecenderungan yakni proses
memberikan daya atau kekuasaan terhadap masyarakat, khususnya mereka
yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan konsientisasi
merupakan bentuk peran yang diterapkan oleh para agen pemberdayaan untuk
membantu meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, karena dengan
melakukan tindakan kuratif terhadap nasib individu yang lemah akan sumber
dan kemampuan akan menjadi jalan menuju perubahan ke arah yang lebih
baik dan positif.%

Sedangkan pemberdayaan dalam pandangan ilmu sosial yakni
merupakan “bentuk kontrolan terhadap ' individu maupun kelompok. Oleh
karena'itu, pemberdayaan salah satu strategi untuk meningkatkan daya dan
kemampuan dari individu, masyarakat dapat diarahkan dan dibimbing oleh
para stakeholders dari pemberdayaan, di mana pemberdayaan menunjukkan
suatu pandangan bahwasannya masyarakat perlu kemandirian dan lebih

interaktif untuk mencapai kesejahteraan.®?
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Pemberdayaan bertujuan dalam membantu individu yang masih
kesulitan akan pengetahuan dan potensi. Karena orang yang berpotensi atau
orang yang berakal akan menjadi pandai dan jenius dalam memilih mana
yang bermanfaat untuk kehidupannya. Bahkan orang yang memiliki potensi
atau akal, mereka akan lebih tendensi memikirkan harga dirinya dan akan
selalu mengerjakan yang perlu dilakukan untuk hal-hal yang lebih berguna.®
Menurut Hamka, orang yang berpotensi atau berakal mereka akan selalu
mengingat kekurangan pada dirinya dan membenahi diri untuk berbuat positif
untuk menutupi kekurangannya tersebut.®

Dengan demikian, untuk mencapai suatu kesejahteraan tentu harus
melalui berbagai strategi dan langkah-langkah pendampingan pada individu
ataupun kelompok. Suharto juga berpendapat, bahwasannya pendampingan
dan perlindungan sosial menjadi bentuk pemberdayaan yang di dalamnya
mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan
atau menghasilkan kebutuhan dasar manusia, terutama mereka yang masih
miskin, kurangnya kekuasaan atas dirinya (advantages).®®

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif atau penelitian lapangan (field
research). Di dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menjelaskan
secara deskriptif atau representatif baik secara teoritis maupun secara
empiris terkait dengan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)
dalam menangani permasalahan pekerja migran di Desa Darek Kecamatan
Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Mengingat problematika
tentang pekerja migran sudah menjadi keresahan negara yang masih belum
bisa teratasi secara maksimal, karena selalu disebabkan pelbagai masalah

yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sedangkan menurut Soerjono, dalam menganalisis suatau gejala di
dalam masyarakat, itu juga masuk ke dalam penelitian studi kasus (case
study). Studi kasus berarti mempelajari sedalam-dalamnya permasalahan

yang ada di dalam masyarakat dan mencari solusinya. Kemudian alat-alat
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yang digunakan di dalam penelitian studi kasus, misalnya  seperti
wawancara (interview), dokumentasi (documentation) dan participant
observer technique. Dalam wawancara peneliti mempersiapkan pertanyaan
kepada responden yang akan menjadi penjawab, baik itu bersifat terstruktur
maupun tidak terstrukur.

Metode di dalam teknik questionnaries, seorang peneliti sudah
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden,
kemudian seorang peneliti memberikan kesempatan kepada penjawab yang
akan berbicara terkait jawaban pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
Sedangan pada teknik observasi dan dokumentasi, peneliti mengikuti suatu
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di mana yang mengacu kepada
suatu permasalahan yang dikaji untuk diselediki. Dalam hal ini, peneliti
berusaha mendapatkan data sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kajian
penelitian.®®
Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Darek Kecamatan Praya
Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menerapkan peraturan
desa (perdes) tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa
Darek dengan terbentuknya program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi).
Dalam analisis penelitian sendiri, bahwasannya di Desa Darek Kecamatan
Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menjadi pengiriman TKI ke
luar negeri terbilang sangat unggul atau masih eskalatif dan masih banyak
menuai permasalahan ‘entah ‘itu dari’ pra-keberangkatan' sampai dengan
fenomena migrasi berulang.

Sumber data

Sumber data ‘dalam penelitian kualitatif merupakan suatu tindakan
atau pengamatan langsung dan berupa kata-kata beserta data tambahan
seperti dokumentasi dan lain sebagainya. ° Pada penelitian ini, peneliti
membagi menjadi 3 (tiga) bagian sumber data atau orang yang menjadi
informan di dalam penelitian ini yakni. Pertama, informan yang bekerja

sebagai kader pelaksana dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

157.
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Desa Darek yakni NH dan M sebagai penggerak Program Desbumi di Desa
Darek. Kedua, informan dari pemerintah Desa Darek dan pihak-pihak yang
terlibat dalam pendampingan pekerja migran di desa yakni IS sebagai kepala
Desa Darek dan SB sebagai wakil kepala Desa Darek. Ketiga, peneliti
memperoleh data dari mantan pekerja migran yang sudah pulang ke
kampung halamannya yang terimplikasi ke dalam program pemberdayaan
yang didampingi oleh program Desbumi Desa Darek yakni HJ. N, HJ. W,
MR, dan M, di mana pemberdayaan setelah purna bekerja bagi buruh
migran, juga menjadi salah satu orientasi dari program Desbumi.
4. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Dalam metode observasi, peneliti menggunakan pengamatan visual
untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan
dengan isu yang dianalisis di lapangan.®® Hal-hal yang berkaitan dengan
observasi sebagai bentuk penguatan data di lapangan yakni seperti
mengikuti kegiatan pendampingan pekerja migran melalui program
Desbumi.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode yang sangat lazim dalam mengkaji
sebuah permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus dalam suatu
penelitian. D1 dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data atau informasi yang
akan diperoleh di lapangan terkait dengan program Desa Peduli Buruh
Migran (Desbumi) memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya
sebagal pekerja migran ke luar negeri. Kegunaan metode wawancara
dalam 'penelitian’ kualitatif, ‘untuk.melakukan percakapan antara dua
orang atau lebih, dengan memberikan pertanyaan kepada informan
kemudian informan memberikan jawaban dari pertanyaan yang
disampaikan oleh peneliti.*®
Metode wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini yakni

wawancara yang terstruktur maupun non-terstruktur. Pertama, peneliti

%Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010),
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5.

menggunakan pertanyaan yang menyangkut dengan rumusan masalah
pada topik yang diangkat terkait dengan problematika pekerja migran
dan bagaimana bentuk pendampingan melalui program Desa Peduli
Buruh Migran (Desbumi) dalam menangani isu pekerja migran tersebut.
Kedua, peneliti akan menggunakan pertanyaan non-terstruktur ketika
dalam proses wawancara dengan mantan pekerja migran, di mana posisi
mereka sebagai klien yang didampingi oleh pelaksana program Desbumi
maupun pemerintah desa yang bertugas sebagai stakeholders bagi
mereka.

Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Sugiyono, ada
beberapa langkah-langkah dalam wawancara yakni setidaknya memiliki
tujuh poin dalam membantu peneliti untuk memperoleh data dari hasil
informasi responden yakni menentukan kepada siapa wawancara akan
dilakukan, mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan
dengan rumusan masalah yang akan dikaji, menginformasi secara
ringkas hasil wawancara, memindahkan hasil wawancara ke dalam
catatan lapangan dan identifikasi tindak lanjut wawancara yang
diperoleh.10°

Instrumen pendukung dalam penelitian

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti saat melakukan analisis
dan untuk memperoleh data secara lengkap di lapangan, peneliti tidak hanya
melakukan wawancara secara visual dengan responden. Akan tetapi, dalam
melakukan. wawancara, peneliti juga memerlukan “beberapa alat dalam
membantu memperoleh data dari hasil interview atau wawancara dengan
responden seperti alat perekam (recording) dan-alat tulis (stationery) serta
melakukan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data di lapangan.
Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan langkah pengkategorian dari hasil
wawancara Yyang dijadikan sebagai alat instrument yang mampu
mengumpulkan semua data dari responden yang terkait dengan
permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Menurut Miles dan Hubermas

analisis data itu koherensif dengan tiga bentuk tahap penelitian yang

100sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 322.

37



dilakukan secara bersamaan dan teknik analisis data ini biasanya dilakukan
dengan cara mereduksi data, mengkategoikan data dan sintesisasi.

Pertama, reduksi data mengidentifikasi adanya bagian yang
terpenting yang sangat menyangkut dengan fokus penelitian. Kemudian
diperoleh dengan membuat coding. Coding merupakan metode memberikan
tanda atau kode pada setiap paparan dari hasil wawancara agar mampu
ditelusuri kembali dengan yang paling terkait dengan fokus permasalahan
dan data yang didapatkan dari sumber informan.

Kedua, kategori data artinya peneliti memilih bagian-bagian yang
memiliki kesamaan dengan membuat nama atau label. Ketiga, sintesisasi
orientasi dari kategorisasi dengan semakin dispesifikasi atas hasil instrumen

wawancara peneliti dengan memberikan tanda nama atau label ke dua.°!

Outline Mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, observasi
dan dokumentasi

Field-note Wawancara di lapangan, pengumpulan data dan
dokumentasi

Coding Mereduksi hasil wawancara di lapangan, kemudian
memilih kata atau kalimat yang singkron dengan ppoin
penelitian

Data Memodifikasi data yang didapatkan di lapangan

display dengan membuat tabel, angka atau penomoran agar

lebih mudah di fahami

Conclution Membuat kesimpulan yang sudah sesuai dengan topik
penelitian yang membantu meminimalisir data yang
diperoleh di lapangan

Report Menulis data dalam bentuk laporan yang sudah menjadi
bentuk hasil dari penelitian di lapangan

Tabel 1: Tahapan/dalam penelitian terstruktur.*%

G. Sistematis pembahasan
Secara umum.dalam.tulisan ini, penulis membagi tesis menjadi beberapa
bagian vyaitu. Pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
permasalahan yang diangkat sebagai substansi dalam melakukan kajian. Selain
itu, dalam pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan atau kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis dan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang diangkat

oleh penulis.

101 Matthew B. Miles dan Michael Hubermas, Analisis Data Kualitatif (Universitas
Indonesia: Ui Press, 2009), 15.
10%jhid, 85.
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Kedua tinjauan teori yang merupakan bagian ke dua dalam penelitian ini
berguna untuk melihat permasalahan sebelumnya dan metode dalam membantu
memecahkan permasalahan, di mana teori merupakan bagian penting di dalam
penulisan karya ilmiah dan menjadi pisau analitik untuk menganalisis
permasalahan yang menjadi fokus penulis dalam suatu penelitian.

Ketiga, pembahasan yang merupakan bagian terpenting untuk menjawab
permasalahan dan rumusan masalah yang telah dirancang oleh penulis pada bab
1 (satu), serta mencari solusi dengan melakukan analisis lapangan (emipirical
approach) sesuai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini. Keempat, penutup yang merupakan bagian terakhir dalam setiap
karya ilmiah. Penutup ini berisi tentang ringkasan isi dari keseluruhan poin
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan menjawab segala bentuk
pertanyaa peneliti di dalam penelitian. Dalam penutup berisis dua indikasi
penting yakni kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan bagian
yang sangat penting untuk melihat isi atau bagian pembahasan yang telah
dipaparkan dalam bentuk induksi, kemudian saran berisi tentang rekomendasi
dari penulis terhadap poin penelitian yang dilakukan untuk pemerintah atau

stakeholders dan penelitian selanjutnya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap buruh
migran yang dilakukan melalui program Desbumi bertujuan untuk memberikan
proteksi dari level terendah, yakni di tingkat desa. Perlindungan juga diberikan
dari saat calon buruh migran ini merencanakan pendaftarannya sebagai buruh
migran hingga kepulangan mereka dengan segala persoalan yang mereka hadapi
di luar negeri. Sedangkan dalam kontek program Desbumi di desa Darek,
program perlindungan ini memiliki peran dan fungsi yang vital yakni. Pertama,
pusat informasi yakni bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait migrasi
aman (safety migrations) dengan metode interaktif dengan masyarakat ke
seluruh dusun di Desa Darek. Kedua, pusat data mobilitas yakni bertujuan untuk
mendampingi dan mengarahkan calon buruh migran dalam mengurus segala
bentuk persyaratan bermigrasi di kantor desa dengan didampingi oleh pelaksana
program Desbumi. Ketiga, pusat pengaduan kasus atau advokasi yakni untuk
membantu memecahkan permasalahan pada buruh migran, serta menyarankan
mereka agar tidak mendiami permasalahan yang mereka hadapi di luar negeri.
Karena dengan adanya program Desbumi di desa, sebagail salah satu wadah
dalam membantu permasalahan buruh migran sejak mereka dari desa, setelah
bekerja, sampai kepulangannya untuk diberdayakan di kampung halamannya.
Bahkan dari pihak pelaksana program Desbumi memberi tahu buruh migran
yang sudah bekerja di 'luar-negeri . melalui’ sosial media, bahwa di desa sudah
terbentuknya salah satu program perlindungan dan pendampingan buruh migran
yakni program Desbumi.

Selain itu, juga terdapat skema penempatan buruh/~migran seperti.
Pertama, calon buruh migran yang bekerja ke luar negeri, harus didampingi oleh
pemerintah desa dan pelaksana dari program Desbumi. Kedua, pendampingan
oleh pemerintah desa harus mengetahui negara tujuan dari warganya, jenis
pekerjaan dan majikannya, serta melengkapi syarat-syarat migrasi seperti KTP,
KK, dan surat izin dari keluarga calon buruh migran. Ketiga, Balai Latihan Kerja
(BLK) yakni pelatihan bagi calon buruh migran di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai salah satu

syarat migrasi aman (safety migrations). Keempat, Layanan Terpadu Satu Atap
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(LTSA) dilakukan untuk memverifikasi dokumen calon buruh migran seperti,
dokumen keberangkatan, pasport, cek kesehatan, dan pembekalan akhir
keberangkatan. Kelima, dalam keberangkatannya sudah dilengkapi dengan
syarat-syarat migrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keenam, dalam
proses penempatannya di negara tujuan, pemerintah dalam negeri juga dapat
mengetahui jenis pekerjaan dan majikan dari buruh migran. Ketujuh, dalam
pemberdayaan bagi mantan buruh migran khususnya di Desa Darek, bertujuan
untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian di kampung halamannya
dengan didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari program Desbumi.

Desbumi juga menerapkan program pemberdayaan bagi mantan buruh
migran setelah kembali ke kampung halamannya seperti. Pertama, peran
pendamping dalam proses pemberdayaan mantan pekerja migran seperti:
simpati, apresiasi positif, apa adanya, fasilitator, mediator dan broker. Kedua,
pemberdayaan mantan buruh migran melalui penguatan ekonomi dan kapasitas
dari buruh migran yang di dalamnya merupakan bentuk kegiatan mantan buruh
migran yang didampingi oleh program desbumi dengan menjaankan kegiatan
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan menjadi akses meraih
perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung halaannya dengan
membuat jajan, pelatihan menjahit menenun dan membuat kreasi dari serabut
kelapa. Pelatihan ini juga didukung oleh pihak pemerintah desa, PPK Kota
Mataram, Migran CARE dan BNP2TKI Kabupaten Lombok tengah. Selain itu,
program Desbumi juga berperan dalam menggerakan kelompok mantan buruh
migran yakni latansa. Dalam kelompok latansa, ‘'mereka juga didorong untuk
terus melakukan kegiatan iuran Uang Simpan Pinjam (USP) sebagai salah satu
strategi dalam membantu buruh migran sebagai modal awal untuk membuka
usaha dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan di desa.

Sedangkan mengenai signifikansi dari program Desbumi, khususnya
dalam konteks penanganan masalah pekerja migran yakni. Pertama, dengan
terbentuknya program Desbumi di desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk
dapat dikoordinir sejak dari mulai membangun niat untuk bekerja ke luar negeri
serta didampingi agar bermigrasi melalui jalur resmi (legal). Pelaksana dari
program Desbumi juga melakukan metode interaktif dan reflektif dengan
mensosialisasikan migrasi aman (safety migrations) ke seluruh dusun-dusun di

Desa Darek, serta melakukan pendampingan terhadap masyarakatnya atau calon
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buruh migran untuk mengurus segala persyaratan bermigrasi di kantor desa.
Kedua, dengan terbentuknya program Desbumi di desa, sehingga masyarakat
bisa terdata dan bisa dikalkulasikakn berapa yang bekerja dan yang sudah pulang
dari luar negeri. Ketiga, program Desbumi menjadi salah satu program yang
signifikan di bawah nanungan desa, karena dengan adanya program Desbumi
ini, masyarakat bisa terkoordinasi dan senantiasa lebih diperhatikan oleh
pemerintah desa maupun dari pelaksana program Desbumi, bahkan dengan
adanya program Desbumi sekarang masyarakat yang menjadi buruh migran
dapat diberikan perlindungan dan pendampingan dari sebelum mereka bekerja
ke luar negeri sampai kepulangannya untuk diberdayakan di desa.

. Saran-saran

Perlindungan terhadap buruh migran masih memerlukan beberapa

perhatian dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memerhati buruh migran di
luar negeri. Hal ini karena partisipasi masyarakat Indonesia yang bekerja
menjadi buruh migran memerlukan perlindungan dan pendampingan dari
pemerintah negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokratik
dan normatif. Untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang berkeadilan,
maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para stakeholders baik dari
pemerintah maupun dari pihak organisasi swasta yang memiliki fokus pada
perlindungan dan pendampingan buruh migran, antara lain:

a Seriusnya permasalahan yang terjadi pada buruh migran meniscayakan
adanya upaya pemerintah untuk secara intensif menerapkan berbagai
kebijakan yang dapat mengakomadir perlindungan terhadap kelompok buruh
migran mapun mantan buruh migran.

b. Dalam konteks ini perlu adanya penerapan kebijakan oleh pemerintah seperti,
mempertegas peraturan daerah (perda) dan peraturan desa (perdes) di seluruh
Indonesia yang di dalamnya terdapat koordinasi atau kerja sama yang lebih
proaktif dengan berbagai pihak pemerhati buruh migran swasta di dalam
negeri, seperti ikut andil yang eksplisit dalam membantu proses perlindungan
dan pemberdayaan bagi buruh migran sampai ke tingkat desa, dan pemerintah
desa juga perlu memberikan perhatian lebih intensif kepada masyarakatnya
khususnya calon migran.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan menyoroti berbagai aspek terkait persoalan

buruh migran di level terendah, yakni desa tempat para buruh migran
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merencanakan perjalanan mereka guna memperjuangkan nasib keluargnya
sampai ke luar negeri. Data penelitian ini menunjukkan bahwa buruh migran
yang cenderung mengalami permasalahan adalah mereka yang tidak memiliki

pengetahuan dan akses terhadap sistem migrasi aman (safety migrations).
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Gambar wawancara dengan salah seorang mantan pekerja migran asal Desa Darek
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Wawancara dengan salah seorang mantan buruh migran yang fokus di bidang menjahit
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Gambar masker hasil karya dari mantan buruh migran asal Desa Darek
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Gambar hasil'usaha mantan buruh'migran asal Desa Darek
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Mantan pekerja migran di Desa Darek yang sekarang menjadi perajin di kampung
halamannya
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Gambar dokumen atau pemberkasan pekerja migran di Desa Darek
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